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DUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAJ TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan sistern manajernen karier

Aparatur Sipil Negara yang mcliputi tahapan akuisisi,

pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang

diprioritasikan untuk rnenduduki jabatan target berdasarkan

tingkatan potensial dan kinerja tertinggi rnelalui mekanisme

yang dilaksanakan secara efektif dan bcrkelanjutan untuk

memenuhi kebutuhan dilingkungan Pernerintah Kabupaten

Kutai Timur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) huruf d

Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 tcntang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sistem merit mcliputi salah

satunya kriteria memiliki manajemen karicr yang terdiri dari

pcrencanaan, pengembangan, pola karier dan kelompok

suksesi yang diperoleh dari manajernen talcnta;

c. hahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud

dalarn huruf a dan huruf b, perlu menet.apkan Peraturan

Bupati tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Pernerintah Oaerah;

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupatcn Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dcngan Undang-

Undang Nomor

Undang- Undang

"7 Tahun 2000 tcntang Perubahan atas

Nornor 47 Tahun 1999 rcntang

Pernbentukan Kabupaten Nunukan, Kabupatcn Malinau,

Kabupatcn Kutai Barat, Kabupaten Kutai Tirnur dan Kota

Bontang (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000

Nornor 74, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nornor 3962);

3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Ncgara [Lernbaran Ncgara Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan

Lernbaran Ncgara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 len tang

Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara RcpubJik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tcntang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pcrnerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang

Manajeman Pegawai Ncgcri Sip;! [Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037), scbagaimana telah

diu bah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 17Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nornor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

6. Pcraturan ...
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6. Peraturan Pcmcrintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajcmen Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian Kerja

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia

Nomor 6264);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Rcformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tcntang Pedoman

Sistern Merit dalam Manajemen Apararur Sipil Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

Reformasi birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 ten tang

Manajernen Talenta Aparatur sipil Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : P.I!:RATURAN BUPATI TEI\'TANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR

SIPIL NEGARA DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa11

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

bekcrja pada Perangkat Daerah pernerintah.

3. Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD Perangkat Daerah adalah unsur

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemcrintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Badan Kepegawaian Pcndidikan dan PeJatihan yang selanjutnya disingkat BKPP

adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur.

o, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

rncnetapkan pengangkatan, pernindahan, pernberhentian, dan pembinaan

Manajernen ASN di Perangkat Daerah pernerintah sesuai dengan ketentuan

peraluran perundang-undangan.

6. Sistem ...
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6. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada

kualifikasi, kompetensi dan kincrja secara adil dan wajar dengan tanpa

rnembcdakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agarna, asal usul, jenis

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan,

7. Talenta adnlah Pegawai I\SN yang memcnuhi syarat tertcntu untuk rnasuk ke

dalam kelompok rcncana suksesi,

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Iungsi, tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang pcgawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

9. Manajemcn Talenta ASN adalah Manajemcn Talenta ASN Nasional dan

Manajcmcn Talenta ASN Pcrangkat Daerah.

10. Manajemen Talenta ASN Perangkat Dacrah adalah sistem manajemen karier ASN

yang mcliputi t.ahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan Pcncrnpatan Talenta

yang diprioritaskan untuk menduduki -Jabatan target berdasarkan tingkatan

potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan

secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah

Pusat dan Perangkal Dacrah Daerah,

11. Pengembangan Talenta adalah stratcgi pengembangan karier dan kompetensi

Talenta melalui ASN corporate university, sekolah kader, tugas belajar, dan

bcntuk pengernbangan Kompetensi lainnya.

12. Penempatan Talenta adalah strategi Penernpatan Talenta yang tepat pada

Jabatan target di waktu yang tepat.

13. Kornpetensi adalah kernampuan, pengetahuan, dan keterarnpilan, dan perilaku

yang pcrlu dimiliki olch setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas

secara efektif.

14. Standar Kompetensi Jabatan ASN yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi

Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterarnpilan dan perilaku yang

diperlukan seorang ASN dalam rnclaksanakan tugas Jabatan.

15. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian Kompetensi teknis, manajerial,

dan sosial kultural pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Jabatannya.

16. Kincrja adalah hasil kcrja yang dicapai olch setiap ASN pada organisasijunit.

Pasal ...
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Pasa12

Peraturan Bupati ini bcrtujuan untuk:

a. meningkatkan pencapaian tujuan strategis pcmbangunan nasional dan

peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. mendorong peningkatan profesionalisrne Jabatan, Kornpctcnsi dan Kincrja

Talenta, serta rnernberikan kejelasan dan kepastian karier Talenta dalarn rangka

akselerasi pengcmbangan karier yang berkesinambungan;

e. mewujudkan reneana suksesi (succession planning) yang objektif, terencana,

terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan

mengakselerasi penerapan Sistern Merit pada Pemerintah Pemerintah;

d. rnemastikan tersedianya pasokan Talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat

dengan Jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis,

misi dan visi organisasi; dan

e. menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan Perangkat

Daerah.

Pasa13

Manajemen Talenta ASN dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit dcngan prinsip:

a. Objektif;

b. tcrencana;

c. terbuka;

d. tepat waktu;

e. akuntabel;

f. bebas dari intervcnsi politik; dan

g. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

!:lAB 1I

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTAASN

Bagian Kesatu

Kclcmbagaan

Pasal4

(1) Manajerncn Talenta ASN Pemerintah Dacrah ditetapkan dan dilaksanakan oleh

pejabat pembina kcpegawaian.

(2) Penyelenggaraan ...
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(2) Penyelenggaraan manajemen talenta ASN Pemerintah Dacrah berdasarkan

analisis baru kebutuhon yang mengacu pada pencapaian visi, rnisi, tujuan, dan

sasaran serta strategi organisasi guna rnewujudkan prioritas pembangunan

nasional

(3) Tim Manajarnen Talcnta ASN terdiri dan:

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Sekretaris Daerah;

d. Asisten dan pejabat pimpinan tinggi perangkat daerah; dan

e. Pejabat administrator, pengawas dan fungsional rerkait

Bagian Kedua

Data

Pasal5

Manajerncn Talenta ASN didukung data yang tcrdiri dari:

a. pcta jabatan yang scdang/ akan lowong clan jabatan kritikal;

b. profil talenta;

c. standar metode clan penilaian dalam metode assessment center dan uji

kornpetensi yang ditetapkan sccara nasional;

d. standar kompetensi jabatan setiap Perangkat Daerah sesuai Pcraturan Merucri;

e. standar penilaian kinerja riil;

f. pola karier;

g. tim manajemen talenta ASN nasional;

h. program pengembangan talenta (ASN Corporate University/Sekolah Kadcr/Tugas

Belajar];

I. panitia seleksi;

J. basis data sumbcr daya manusia;

k. sistem informasi manajemen talenta ASN; dan

I. anggaran.

Bagian ...
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Bagian Ketiga

Analisis Kcbutuhan Talenta

Pasal6

(1) Analisis keburuhan Talenla didasarkan pada rcncana pernbangunan jangka

rnenengah dan jangka panjang nasional yang terjabar dalam visi, misi, tujuan,

dan sasaran, serta strategi.

(2) senan Perangkat Daerah menyusun analisis kebutuhan Talenta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) scsuai dengan tugas dan fungsi, serta Jabatan kritikal.

(8) Berdasarkan analisis kcbutuhan Talenta, setiap Perangkat Daerah menyusun

strategi akuisisi TaJenta antara lain:

a. rncmbangun TaJenta internal Perangkal Daerah dan rnencntukan menejemcn

Talenta setiap ASN;

b. merekrut Talenta baru (Cajon Pegawai Negeri Sipil dari/atau Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);

c. mutasi dan/atau promosi Talcnta antar Perangkat Daerah; dan

d. penugasan atau penugasan khusus TalenLa.

Pasal7

(1) Terhadap kandidat talenta dilakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talcnta

mclalui:

a. Pemeringkatan kinerja daJam kategori status kinerja yang terdiri alas

ckspektasi, sesuai ckspektasi, dan di bawah ekspektasi; dan

b. Penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah

melalui assessment center, uji kornpetcnsi, rekarn jejak jabatan, dan/atau

pertimbangan lain sesuai kebutuhan instansi atau nasional.

(2) ldentifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, darr/atau

pemeringkatan yang terdiri dari:

a. Hasil Penilaian Kinerja selama mclaksanakan tugas jabatan yang terdistribusi

dalarn unit danj'atau instansi,

b. Assesment ...
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b. Assesment Center untuk mengukur/rncnilai potensi talcnta yang meliputi

kernarnpuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri (self

awareness), kernampuan berpikir kritis dan strategis (critical and strategic

thinking), kemampuan menyelesaikan pcrmasalahan (problem soll.ling),

kecerdasan cmosional (emotionul quotient), kernampuan belajar cepat dan

mengernbangkan din (growth mindset], serta motivasi dan kornitmcn (grit)

talerita.

c. Uji Kompetensi yang rnencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kornpetensi Sosial Kulrural, yang dilakukan oleh assessor

secara objektif dalam rangka pemctaan talenta;

d. Rekarn jejak jabatan, antara lain aspek pendidikan formal, pcndidikan dan

pelatihan, pengalaman dalarn jabatan, serta integritas dan moralitas;

e. Pertimbangan lain yang terdiri dari: kualifikasi pendidikan sesuai rurnpun

jabatan, prefercnsi karier, dan pcngalaman kepemimpinan organisasi.

Bagian Keernpat

Penetapan Kclornpok Rencana Suksesi

Pasal8

(1) Pcrnctaan Talenta dikclornpokkan dalam 9 [sembilan] kotak Manajernen Talcnta

untuk menentukan Talenta yang masuk kc dalam kelompok rcncana suksesi dan

rekomendasi lindak lanjut.

(2) Dalam hal dibutuhkan Talenta dalam waktu cepaL darr/atau dibutuhkan Talenta

dengan kcahlian/Kompetcnsi tertentu, dapat dilakukan pencarian Talenta yang

ditindaklanjuti mclalui mekanisme mutasifrotasi antar Perangkat Dacrah atau

Penempatan Talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

(3) Dalam hal dibutuhkan talents dalam waktu cepat dan selanjutnya PPK

mcnetapkan talenta yang masuk dalam kelompok rcncana suksesi instansi

untuk mengisi jabatan kritikal stau jabaian yang sedangj'akan lowong sesuai

kcbutuhan.

Bagian Kelima
Pengembangan dan Retensi Talenta

Pasal9

(1) Pengembangan Talenta dilaksanakan melalui akselerasi karier, pengernbangan

Kompetensi, dan peningkatan kualifikasi.

(2) Pengcrnbangan ...
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(2) Pengernbangan Kornpetensi Talcnta dilaksanakan mcJaJui:

a. ASN corporate university dcngan metode klasikal dan nonklasikal;

b. pcmbelajaran di dalam dan luar kantor; dan

c. bentuk pengernbangan kornpetensi lainnya.

Bagian Keenarn

Penernpatan

Pasa! 10

Penempatan TaJcnta PerangkaL Dacrah ditetapkan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian berdasarkan rcncana suksesi.

BABIII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA

Pasal i i

Sistem Manajemen Talenta diinformasikan kcpada seluruh ASN dilingkungan

Pcmerintah Daerahmelalui platform yang tersedia.

BABry

PEMANTAUANDAN EYALUASI

Pasal12

(1) Pemantauan Talcnta (talent monitoring) dilakukan pada tahap pengcrnbangan,

retensi, dan penempaLan.

(2) Pcnempatan kernbali dalam .Jabatan dapat berupa prornosi atau pencmpatan

,Jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil cvaluasi dan kcbutuhan pengisian

.Jabatan kritikal selanjutnya.

(3) Pcmantauan dan evaluasi penyelenggaraan Manajcmen Talenta Perangkat

Daerah dilaksanakan secara pcriodik oleh Pejabat Pembina Kepcgawaian.

BABY

pgNDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Manajemen Talcnta ASN bersurnber dari anggaran pendapatan dan

bclanja Daerah Pemcrintah Daerah.

BAB ...
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BAB VI

KETENTUAN PBNUTUP

Pasal14

Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2/, November 2021

BUPATI KUTAITJMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRA NSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 47

(


